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Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap
usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan
oleh pemerintah kabupaten/kota
LPPD

Produsen Data DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Bidang Urusan LINGKUNGAN HIDUP

Sifat Data LPPD

Satuan Persen

Tgl. Input Data 12 August 2024

Tgl. Diperbaharui 18 August 2024

DEFINISI & METODOLOGI

Konsep

Rasio PPLH

Klasifikasi

Wilayah

Definisi

Perbandingan antara jumlah pejabat fungsional PPLHD dengan jumlah izin usaha/kegiatan (beresiko menengah-tinggi) di
Kabupaten Nunukan yang harus diawasi

Cara Interpretasi

Rasio PPLH sangat berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan

Metode Pengumpulan

Jumlah fungsional PPLH dibagi jumlah izin usaha/kegiatan yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan x 100%

Ukuran / Rumus

Rasio

Catatan Lainnya

1

# Series Column

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
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